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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya, sehingga buku ini,
Participatory Rational Justice: Paradigma Baru Reformasi Hukum Pidana di
Indonesia, dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil
refleksi kritis, kajian teoritis mendalam, serta integrasi pengalaman
empiris dalam merespons tantangan besar reformasi sistem hukum
pidana nasional.

Konsep Participatory Rational Justice (PR]) yang diperkenalkan
dalam buku ini lahir dari proses panjang pergulatan intelektual
penulis selama menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di
Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam perjalanan akademik
tersebut, penulis berupaya menjawab berbagai problematika klasik
dan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia—seperti
proseduralisme kaku, krisis keadilan substantif, fenomena
overcriminalization, overcrowding di lembaga pemasyarakatan,
hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Penulis meyakini bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat hanya
dilakukan melalui revisi teknis normatif, melainkan harus melalui
perubahan paradigma yang fundamental: mengintegrasikan efisiensi
sosial, keadilan substantif, dan partisipasi autentik ke dalam satu
kesatuan model hukum yang rasional, hidup, dan membebaskan.

Sebagaimana telah ditekankan oleh para pemikir hukum besar
Indonesia seperti Satjipto Rahardjo, Mahfud MD, Romli Atmasasmita,
Bagir Manan, Muladi, dan Barda Nawawi Arief, hukum harus
berpihak pada kemanusiaan, memperbaiki kehidupan sosial, dan
menjadi jalan menuju keadilan yang bermakna. Buku ini berusaha
melanjutkan dan memperkaya warisan pemikiran tersebut dengan
menawarkan PR] sebagai paradigma baru untuk membangun hukum
pidana yang lebih responsif, lebih rasional, lebih partisipatif, dan lebih
manusiawi.

Struktur buku ini disusun secara sistematis: dimulai dari
landasan konseptual PRJ, kritik terhadap paradigma lama hukum
pidana, formulasi model hukum pidana berbasis capability recovery,
hingga strategi konkret implementasi dan agenda reformasi hukum ke
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depan. Setiap bagian didukung dengan analisis kritis, perbandingan
hukum internasional, kutipan teori-teori klasik maupun kontemporer,
serta gagasan inovatif yang diharapkan dapat mendorong perubahan
nyata dalam sistem hukum pidana nasional.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa buku ini bukanlah
jawaban final atas seluruh persoalan hukum pidana. Sebaliknya, buku
ini adalah undangan terbuka bagi akademisi, praktisi hukum,
legislator, dan masyarakat luas untuk bersama-sama berpikir,
berdialog, serta berkontribusi aktif dalam membangun sistem
keadilan pidana yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Kritik,
saran, dan pengembangan atas ide-ide dalam buku ini sangat penulis
harapkan untuk memperkaya diskursus akademik dan praktik hukum
pidana di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih yang mendalam kepada promotor penulis, Dr. Lies
Sulistiani, S.H., M.Hum., dan Dr. Neila Sumika Putri, S.H., M.H., yang
telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta bimbingan yang tak
ternilai dalam proses penemuan, pengembangan, dan penyusunan
teori PRJ ini. Dukungan, arahan, dan kepercayaan yang mereka
berikan telah menjadi fondasi penting bagi penulis untuk melahirkan
karya ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap perkembangan
hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil
namun bermakna bagi perjalanan panjang reformasi hukum
Indonesia, menuju masa depan yang lebih berkeadilan, lebih rasional,
dan lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Penulis
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Integrasi Efisiensi,
Keadilan Substantif,
dan Partisipasi dalam

RASIONAL PARTISIPATIF  Hulum Pidana

Di tengah krisis multidimensi sistem peradilan pidana—yang terlalu
mahal, terlalu lambat, dan kian terasing dari rasa keadilan
masyarakat—lahirlah sebuah teori baru: Keadilan Rasional
Partisipatif (Participatory Rational Justice / PRJ). Buku ini
menawarkan paradigma revolusioner yang menyatukan tiga kutub
keadilan: efisiensi hukum dari Economic Analysis of Law,
kemanusiaan dari Restorative Justice, dan rasionalitas kolektif dari
partisipasi publik.
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Lebih dari sekadar kritik terhadap paradigma retributif yang usang,
buku ini merumuskan ulang kenapa dan untuk siapa hukum pidana
dijalankan. Dengan kedalaman filsafat, kekuatan analisis ekonomi,
serta data empiris dari praktik keadilan Indonesia, penulis
menyusun model kebijakan pidana yang tidak hanya adil di atas
kertas, tetapi terasa adil di kehidupan nyata.

Buku ini ditujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, praktisi
hukum, dan semua yang percaya bahwa hukum harus berpihak
pada kemanusiaan dan masa depan yang berkeadilan.
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